BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

. KETENTUAN UMUM

Dalam Bab ini yang dimaksud dengan:

1.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,

penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan
Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah
yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.

. Kebijakan  akuntansi adalah  prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan.

. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pemerintah.

. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.

. Entitas Pelaporan adalah wunit pemerintah yang terdiri dari

satu  atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
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10. Entitas  Akuntansi adalah  unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.

11. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang
yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

B. LANDASAN HUKUM
Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan
Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

10. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s.d 14.

C. PENANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Penanggungjawab pelaporan keuangan berada di tangan pimpinan
entitas. Dalam pelaporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua),
yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan

organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya
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jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas
pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang
yang diwakilkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) Kabupaten Malang, yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA).

2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan  pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh  karenanya = wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi
dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang.

D. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI

Setiap SKPD diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi
tanggungjawab masing-masing SKPD. SKPD menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset,
kewajiban dan ekuitas dana.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas
transaksi yang menjadi tanggungjawab SKPKD. SKPKD, yang dalam
hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset,
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi pendapatan, belanja,
pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Disamping sebagai penanggungjawab penyusunan pelaporan
keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan, SKPKD juga
bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan
akuntansi di SKPD.

E. JENIS LAPORAN KEUANGAN

Jenis laporan keuangan yang dihasilkan ditentukan oleh jenis
entitas pelaporan serta periode pelaporan. Untuk laporan periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran, SKPD wajib menyerahkan
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Pendapatan (khusus bagi SKPD
penghasil) kepada SKPKD. Sedangkan SKPKD diwajibkan untuk
menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO)
dan Laporan Arus Kas (LAK).
1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas

akuntansi berupa:

a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
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b) Neraca SKPD;
c) Laporan Operasional,
d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:
a) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
b) Neraca PPKD;
c) Laporan Arus Kas;
d) Laporan Operasional;
e) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
f) Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan SAL/SAK;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional;
e) Laporan Perubahan Ekuitas;
f) Laporan Arus Kas; dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan.
Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas
pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan (statutory reports).
Guna meningkatkan akurasi terhadap laporan keuangan yang
dihasilkan oleh masing-masing SKPD, maka rekonsiliasi dengan
SKPKD bisa dilakukan secara bulanan, triwulan dan semesteran.
a)Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah
merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode
pelaporan. Tujuan  pelaporan realisasi anggaran adalah
memberikan  informasi tentang realisasi dan  anggaran
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan
antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif

dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
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Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi
Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara
Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah
terutama  dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
atau  hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal
oleh pemerintah daerah.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara

Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan

entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada

tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan

ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
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1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah daerah.

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

d) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh

pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari

Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih;

2. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;

3. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain
termasuk dana perimbangan dan bagi hasil;

4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yng terjadi karena kejadian atau transaksi yang
bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau
rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
yang bersangkutan.

e) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu
periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan
pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.
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f) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.
g) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan

Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas
akuntansi;

2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
ekonomi regional /ekonomi makro;

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;

7. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

(on the face) laporan keuangan.

F. PERIODE PELAPORAN KEUANGAN
Periode pelaporan keuangan dibedakan menjadi laporan bulanan,
laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Guna
memperlancar proses rekonsiliasi dan evaluasi, maka diperlukan

kaidah batas waktu penyampaian laporan keuangan.
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1. Laporan Bulanan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab jenis laporan
keuangan, laporan bulanan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional, laporan bulanan PPKD
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
dan Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan tersebut wajib
disampaikan oleh SKPD dan PPKD kepada SKPKD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Laporan Triwulanan
SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Operasional triwulanan kepada SKPKD paling lambat
tanggal 10 setelah triwulan tersebut berakhir. PPKD wajib
menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional dan Laporan Arus Kas triwulanan kepada SKPKD paling
lambat tanggal 10 setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Semesteran
SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Operasional semesteran kepada SKPKD maksimal tanggal
15 setelah semester pertama berakhir. PPKD wajib menyampaikan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional dan Laporan
Arus Kas semesteran kepada SKPKD maksimal tanggal 15 setelah
semester pertama berakhir.
SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan Operasional, dan
Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Malang atas dasar
kompilasi dan rekonsiliasi dengan Laporan Realisasi Anggaran dari
masing-masing SKPD dan PPKD. Batas maksimal penyelesaian
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini adalah minggu kedua bulan
Juli setelah semester pertama berakhir.

4. Laporan Tahunan
SKPD dan PPKD diwajibkan menyerahkan laporan keuangan
tahunan lengkap kepada SKPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
SKPKD bertanggungjawab untuk melakukan kompilasi dan
rekonsiliasi laporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Malang. Batas maksimal penyelesaian
laporan keuangan ini adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Apabila batas akhir tanggal penyampaian laporan keuangan baik
oleh SKPD maupun oleh SKPKD jatuh pada hari Sabtu atau Minggu
atau hari libur lainnya, maka penyampaian laporan keuangan
tersebut dimajukan satu hari sebelum tanggal jatuh tempo

penyampaian laporan keuangan.
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G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam
pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang
terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari
atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi

kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

1) Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal.
Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau
beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan
arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah
atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur
atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara
lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan
pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti
hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan
tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau
instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh
pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi
memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan
mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya
ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran
telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin

diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.
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Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal
proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi
hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan
dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D
belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja
modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan
keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri
No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan
Permendagri No. 21 tahun 2011 dengan klasifikasi belanja menurut
dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013,
maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut
penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71
tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).
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H. DOKUMEN SUMBER

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan dokumen sumber

yang dihasilkan dari kegiatan keuangan pemerintah daerah. Dokumen

sumber berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai
dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Dokumen sumber yang
digunakan dalam pemrosesan transaksi antara lain:

a) Dokumen sumber untuk pengakuan anggaran: Perda APBD,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);

b) Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO: Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD), dan Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); Perjanjian Pemanfaatan
Aset;

c) Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA: Surat Tanda
Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah, Nota Kredit/Bukti
Transfer Bank atau bukti lain yang dipersamakan untuk Pendapatan
Dana Perimbangan;

d) Dokumen sumber untuk pengakuan Beban: Surat Tagihan, Berita
Acara Serah terima Barang; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
Berita Acara Opname Persediaan dan Berita Acara Pemeriksaan
Fisik Aset Tetap;

e) Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja: Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk belanja Pegawali,
Barang dan Jasa dan Belanja Modal;

f) Dokumen sumber untuk pengakuan Penerimaan Pembiayaan: Nota
Kredit atas penerimaan pinjaman dari Bank dan Bukti Pencairan
Dana Cadangan;

g) Dokumen Sumber untuk pengakuan Pengeluaran Pembiayaan:
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS.

Dokumen sumber tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan

transaksi pada SKPD dan PPKD sesuai peruntukannya masing-masing.

I. PROSEDUR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan siklus
akuntansi dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan yang
dilakukan mulai jurnal atas bukti keuangan, diposting ke buku besar,
kemudian terhadap pos-pos buku besar yang memerlukan rincian
dibuatkan buku pembantu. Dari buku besar selanjutnya disusun
laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas

dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
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Semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal
berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara
kronologis sesuai terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku
jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar
sesuai dengan rekening yang berkenaan. Buku besar ditutup dan
diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo
akhir setiap periode dipindahkan menjad saldo awal periode berikutnya.
Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat

uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

J. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat
diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam
2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

(1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

berjalan; Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi
pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas
maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun
yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik
yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
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(2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya; Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi
sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari
wajib pajak. Kesalahan  berulang dan  sistemik tidak
memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi
pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan
dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO
yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan  dilakukan koreksi segera setelah

diketahui.

Koreksi  kesalahan  atas  pengeluaran  belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak terulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain—-LRA. Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada
akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak
berulang yang terjadi pada  periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
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Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode
ditemukannya kesalahan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode
yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun
berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
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